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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Putusan
Hakim Dalam Kajian Hukum Acara Pidana Islam Studi Putusan Nomor
(673/PID.Sus/2015/PN  SDA)” bagaimana hakim menjadikan barang bukti
sebagai penguat menjatuhkan putusan pada perkara nomor 673/PID.Sus/2015/PN
SDA, dan bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan
barang bukti dalam penjatuhan putusan nomor 673/PID.Sus/2015/PN.SDA?.

Ini adalah penelitian pustaka (library reseach). Data). yang didapatkan
dianalisis dengan pendekatan induktif. Yaitu data tentang studi putusan tentang
Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Putusan Hakim Dan Dianalisis Dalam
Kajian Hukum Acara Pidana Islam.

Hasil penelitian merumuskan bahwa kedudukan barang bukti satu sak
hasil limbah B3 dalam putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA. Bukan
termasuk alat bukti yang sah dalam KUHAP namun barang bukti satu sak hasil
limbah B3 dapat menjadi alat bukti tambahan yang sah. Alat bukti merupakan
alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara
pidana. Dengan adanya Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Undang-
Undang Tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 59 jo
103 hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan hakim dengan syarat harus
terlebih dahulu terdapat setidaknya ada dua alat bukti yang sah lainnya. Dalam
hukum Islam kekuatan barang bukti satu sak hasil limbah B3 bisa sebagai alat
bukti Qarinah. Qarinah dalam islam tersebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda
yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, Qadi akan mencermati bukti dan
tanda-tanda tersebut untuk memutuskan perkara, sehingga Qadi dapat
menyimpulkan sesuai dengan keyakinnya serta peraturan yang mengaturnya.

Kepada instansi pendidikan hukum perlu disadari keadaan kemajuan
zaman dapat mengubah atau menambah suatu aturan yang ada. Dan kepada
praktisi dan instansi hukum maupun para legistator untuk merumuskan aturan-
aturan yang yang baru dengan memasukkan barang bukti hasil dari limbah itu
adalah sebagai alat bukti yang sah dan dapat setara dengan alat bukti dalam
KUHAP, hal ini berguna untuk menutup cela hukum yang masih kosong demi
tegaknya keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Barang Bukti, Putusan Hakim, Pidana Islam



ABSTRACT

This thesis is titled Position of Evidence to Strengthen Judge's Decision
in Study of Islamic Criminal Procedure Law Study of Decision Number (673 /
PID.Sus /2015 / PN SDA) "how does the judge make evidence as an amplifier to
decide on case number 673 / PID.Sus / 2015 / PN SDA, and how is the analysis of
Islamic criminal procedural law on the position of evidence in the imposition of
decision number 673 / PID.Sus / 2015 / PN.SDA ?.

This is library research (library reseach). Data). Obtained were analyzed
by inductive approach. Namely data about the study of decisions about the
position of evidence as a reinforcement of judges' decisions and analyzed in
Islamic Criminal Procedure Studies.

The results of the study formulated that the position of evidence of one
sack of B3 waste results in the decision Number 673 / PID.Sus / 2015 / PN SDA.
Not included as valid evidence in the Criminal Procedure Code but evidence of
one sack of B3 waste results can be a valid additional evidence. Evidence is a
tool to explain the relevance of an evidence in a criminal case. With the
existence of Law No. 32 of 2009 concerning the Law on the Maintenance and
Protection of the Environment article 59 jo 103 this matter as a guide and
reinforce the confidence of judges with the condition that there must be at least
two other valid evidence. In Islamic law the power of evidence of one sack of B3
waste can be used as evidence of Qarinah. Qarinah in Islam is a clue or signs that
can lead to the path of truth, Qadi will look at the evidence and signs to decide
the case, so that Qadi can conclude according to his beliefs and the rules that
govern it.

To the legal education agency, it is necessary to realize that the
progress of the age can change or add to the existing rules. And to practitioners
and legal institutions as well as legistators to formulate new rules by including
evidence of the results of the waste as legitimate evidence and can be equivalent
to evidence in the Criminal Procedure Code, this is useful for closing legal
defects that are still empty for the sake of upholding legal justice in the Republic
of Indonesia.

Keywords: Evidence, Judge Decision, Islamic Criminal
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan produk dari sebuah lembaga
peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam
penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana
putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga
berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama
proses persidangan. Seseorang yang melalukan kejahatan akan dituntut
dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas
hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).!
Suatu kata filosfis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam
konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa
Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan
pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta

' Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 1.



wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat
penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja. Jika terdapat
barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan
hakim tersebut juga juga harus memuat mengenai tindakan terhadap
barang bukti yang ada.

Barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat
dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan
sidang pengadilan.? Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang
bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang Undang hanya
menetapkan lima macam alat bukti yang syah yaitu: keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keteranga terdakwa. Meskipun
bukan alat bukti, apabila penutut umum menyebutkan barang bukti itu
di dalam surat dakwaannya dan kemudiaan mengajukan barang bukti itu
kepada hakim,’ maka majlis hakim harus memeriksa barang bukti dan
meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan
terdakwa.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses
pembuktian dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan

adanya barang bukti ini hakim dapat menyandarkan keyakinannya

2 Rusli Muhamamad, Hukum Acara Pidana kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007),

214.
3 Ibid., 215.



berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat
memberikan petunjuk terhadap bersalah tidaknya seorang terdakwa.
Undang Undang tidak memberikan definisi tentang barang bukti secara
langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Bisa
dilihat dari pendapat para tokoh ahli mengenai definisi mengenai alat
bukti, bahwa barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Namun
jika dipelajari lebih Lanjut, maka secara implisit (tersirat) akan dapat
ditemukan definisi mengenai barang bukti di dalam pasal-pasal
peraturan perundang-undangan. Berikut ini pasal pasal KUHAP yang
secara implisit menjelaskan mengenai definisi dan kedudukan barang
bukti dalam persidangan:
1. Pasal 21 ayat (1);
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana’’.

2. Pasal 45 ayat (2);

“Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang
dipakai sebagai barang bukti”.

3. Pasal 46 ayat (2);

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan
penyitaan di kembalikan kepada orang atau kepada mereka yang
disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan
hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau
dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda
tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara
lain”.



4. Pasal 181 ayat (1);

“Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala

barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal

benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 45 undang —undang ini”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas telah jelas bahwasannya
keberadaan barang bukti diakui dalam persidangan. Bahkan hakim harus
mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun
barang bukti tidak termasuk kedalam alat bukti yang sah, namun peran
dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh
KUHAP. hukum barang bukti dalam sistem Kitab Undang-Undang
hukum acara Peradilan Pidana, barang bukti (Corpus delicti) bukan
merupakan suatu alat bukti, melaikan bukti tambahan terhadap alat-alat
bukti yang sah menurut KUHAP, di Indonesia sistem pembuktian yang
digunakan didasarkan pada keyakinan hakim yang di dukung oleh
undang-undang. Begitu juga di negeri Belanda namun sifatnya non-
adversarial, berarti hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran
selama persidangan. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti
dalam sistem kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Alat bukti
merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti

dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan

alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu



diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh
suatu alat bukti.*

Sistem pembuktian dari satu negara ke negara lainnya tentunya
berbeda. Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan budaya atau paham
yang dianut negara tersebut. Pada umumnya sistem pembuktian di suatu
negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham civil law
dan negara yang menganut common law. Selain itu juga dibagi
berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya,
sistem pembuktian dapat dibagi menjadi empat teori yaitu sistem teori
pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan
keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh
alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negative.®
Pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya juga berbeda,
misalnya adalah pembuktian dalam kasus perzinahan yang mana diatur
di dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat (15) yang mengharuskan adanya
minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata
kepala sendiri.®

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasannya putusan
hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada

dalam proses peradilan perkara pidana. Keberhasilan aparat penegak

4 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Y ogyakarta: Liberty
Offset, 1988), 54.

5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 245.

6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.



hukum di dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung
bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan
terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana.
Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat
untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini didasarkan pada pasal
183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi,
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.””

Pasal tersebut diatas membuktikan hakim harus bertindak
berhati-hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan
hukum sudah diketahui. Dari pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa
pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah.

2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah
terjadinya perbutan pidana.

3. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau
perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum
diperlukan bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu pengelolaan

limbah B3 untuk lingkungan hidup.

" R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bogor: Politeia, 1997), 161.



Misalnya kasus tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang
sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, atau beberapa kasus
tindak pidana yang lain yang tidak diketahui kejadiannya secara persis
dan detail. Hal tersebut membutuhkan bantuan alat bukti lain yang
dapat dijadikan sebagai petunjuk, dan menjadi salah satu alat bukti
selain pengakuan dari saksi untuk mengungkapkan tindak pidana yang
bertujuan pada nilai-nilai keadilan.

Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli pada
urutan kedua setelah keterangan saksi adalah representasi penilaian
pembuat Undang-Undang yang memandang penting fungsi keterangan
ahli. Hal itu juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam
pembaharuan hukum, karena pembuat Undang-Undang menyadari
bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana.
Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas dan
metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian®.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat salah satu putusan yang
menarik untuk dianalisis, yaitu Putusan PN Sidoarjo Nomor:
673/PID.Sus.2015/PN SDA, bahwa yang bernama Eddy Iswantoro (45
tahun) tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya
Beracun) yaitu berupa serbuk/abu sisa peleburan alumunium yang

mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tepatnya di Desa

8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta, Sinar Grafika, 1985), 275.



terung Wetan RT-05 RW-02 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
Perbuatan terdakwa diketahui oleh Roni Hadianto dan bersama 2
anggotanya dari Polres Sidoarjo yang sedang menyelidiki adanya
pengangkutan limbah B3 tanpa ijin. Perkara tersebut didakwakan oleh
penuntut umum dengan pasal 103 jo 59 Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun
2009 tentang perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah
persidangan terdakwa Eddy Iswantoro menjadi terpidana dengan
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,-
(satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan
hukuman penjara dan denda tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan
karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun
berakhir.”

Seringkali orang tidak faham bahwa putusan pengadilan
terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja,
namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi tehadap barang bukti
yang ada selama proses persidangan berlangsung. Penyusun juga melihat
bahwa masih sedikit penelitian yang menyinggung mengenai
pelaksanakan putusan hakim terhadap barang bukti. Seharusnya barang

bukti itu fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi

® Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 673/PID.Sus /2015/PN
SDA



dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan
kesalahan terdakwa bukan untuk membebaskan terkdakwa.l® Tetapi
dalam kasus Eddy Iswantoro hakim tidak memperhatikan dengan jelas
dan teliti mengenai barang bukti serta alat bukti dalam proses peradilan
di pengadilan negeri maka hakim memberi hukuman penjara dan denda
tersebut tidak usah dijalani. Seharusnya ketika diperadilan hakim
memutus sesuai pasal karena hakim sudah cukup yakin akan kesalahan
tersangka dan penuntut umum memperlihatkan barang bukti dan alat
bukti maka terdakwa mendapatkan hukuman sesuai undang-undang
yang berlaku dan pasal pasal sesuai ketentuan (sesuai pasal 103 jo 59
Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan Dan
pengelolaan Lingkungan Hidup) dan diindonesia sistem pembuktian
menggunakan sistem pembuktian ‘“sistem negatif® yaitu sistem
pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan
hukuman oleh hakim dan kebenaran materil.

Dalam agama Islam, hukum bertujuan menciptakan
kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sehingga akan merasakan
kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak.
Aturan aturan yang berkenaan dengnan publik dalam Islam dikenal
dengan istilah jinayah (hukum pidana Islam) yang didalamnya termuat

secara jelas pebuatan-perbuatan yang dilarang beserta hukumannya.

19 Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Prosess Pidana (Y ogyakarta:
Agustus 1998), 148.
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Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab
pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna
mendapatkan  kebenaran yang mendekatkani = kesempurnaan.
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "A/-
bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan.!! Secara etimologi
berartiketerangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak
(benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang
pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan
pengadilan dengan segala perangkatnya.Dalam fikih, alat bukti disebut
juga At-Turuq Al-Isbat.?

Al-Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan
pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan A/-bayyinah
secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, A/-bayyinah
mengandung pengertiang yang lebih luas dari definisi jumhur ulama
tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari A/-bayyinah
yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang.

Al-Bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah
sebagai segala sesesuatu yang dapat digunakan intuk menjelaskan yang
hak (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan

berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim

" Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2005), 135.
12 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.
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untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Al-Quran menyebut
pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan
tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-
sendiri maupun komulasi.!3

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai
landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya terdapat Di dalam
Q.S Al-Baqgarah ayat 282 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari

kebenaran atas suatu bukti yang ada.

-~
<

RO PR ESHE SR SN HIRL ESR PR AWSCR N P

-

FAE M) Hal

Artinya:
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)!4
Dalam firman Allah SWT tersebut dapat dipahami bahwa
disetiap peristiwa penting merupakan suatu keharusan apabila

dihadirkan beberapa orang untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hal

ini dikarenakan jika suatu saat terdapat perkara Akan peristiwa tersebut,

13 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Turug Al Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, Terjemahan,
Adnan Kohar, Hukum Acara Peradilan Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), 15.
14 Departemen agama RI, Alquran dan terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 48.
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maka Akan mudah untuk membuktikan kebenarannya dengan
menghadirkan orang orang yang dijadikan saksi sebelumnya.

Dari ayat tersebut juga telah ditetapkan tentang batas minimal
penggunaan saksi, yakni dua orang laki laki, Akan tetapi jika tidak ada
maka diperbolehkan untuk untuk menghadirkan seorang laki-laki dan
dua orang perempuan. Penetapan batas minimal ini dikarenakan apabila
seorang tersebut lupa, maka dapat dibantu untuk mengingatkan oleh
seorang yang lain.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam
menggunakan sistem pembebanan terhadap pihak penggugat. Hal ini
dilandaskan atas kaidah umum tentang pembuktian yang bersumber dari
sabda Nabi Muhammad SAW yang mempunyai arti bukti wajib atas
pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar.!3

Melaui latar belakang di atas peniliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan jelas dengan judul: “Kedudukan Barang
Bukti Sebagai Penguat Putusan Hakim Dalam Kajian Hukum Acara

Pidana Islam (Kajian Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas yang telah di

jabarkan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

15 1bn Hajar Al- Asgalani, Bulughul Maram..., 582.
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1. Kedudukan barang bukti sebagai penguat putusan hakim dalam
menjatuhkan putusan pada perkara Nomor:
673/PID.Sus/2015/PN.SDA

2. Hukum Acara Pidana Islam terhadap kedudukan barang bukti dalam
penjatuhan putusan Nomor: 673/PID.Sus/2015/PN.SDA

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak
pidana lingkungan dengan pembuktian menggunakan barang bukti satu
sak limbah B3.

Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan
membatasi permasalah yang akan dibahas, yakni:

1. Analisis kedudukan barang bukti sebagai penguat menjatuhkan putusan

pada perkara Nomor:673/PID.Sus/2015/PN.SDA.

2. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap kedudukan barang bukti

dalam penjatuhan putusan Nomor: 673/PID.Sus/2015/PN.SDA.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana hakim menjadikan barang bukti sebagai penguat

menjatuhkan putusan pada perkara Nomor

673/PID.Sus/2015/PN.SDA. ?
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2. Bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan
barang bukti dalam penjatuhan putusan Nomor

673/PID.Sus/2015/PN.SDA?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah dskripsi ringkas tentang
penelitian yang.sudah pernah dilakukan, yang digunakan untuk
mendapatkan suatu gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan
membaca penelitian sebelumnya. Dalam kajian pustaka sejauh penulis
baca, penulis memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan
penelitian yang akan dilakukan. Namun, skripsi yang penulis bahas ini
sangat berbeda dari skripsi yang ada, walau dalam lingkup kesamaan
tema. Diantaranya:

Yang pertama skripsi yang ditulis Vina Akfa Dyani yang
berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti
Dalam Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dikejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013”.'¢ Skripsi ini membahas
tentang Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Oleh Kejaksaan
Negeri Bantul Pada Tahun 2013 Dengan KUHAP. Skripsi ini jelas

berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti. Skripsi yang akan

16 Vina Akfa Dyani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Atas Barang Bukti Dalam Putusan
Hakimyang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dikejaksaan Negeri Bantul”. (Yogyakarta: Skripsi
Uin Sunan Kalijaga: 2015).
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ditliti oleh penulis mengenai kedudukan barang bukti sebagai penguat
dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Y ang kedua skripsi yang ditulis Misbaun Nasrullah yang berjudul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti
Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.PIg).
Skripsi ini membahas tentang alat bukti serta barang dalam tindak
pidana pencurian. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas mengenai
kedudukan barang bukti sebagai penguat dalam putusan hakim dalam
kajian hukum acara pidana islam dalam tindak pidana lingkungan
hidup.!”

Yang ketiga skripsi yang ditulis Khafif Sirojuddin yang berjudul
“Problematika Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti
Menurut Pasal 184 KUHAP Dan Hukum Islam, skripsi ini membahas
Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Pembuktian
Dengan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV).!8 Sedangkan
skripsi yang ditulis penulis mengenai Kedudukan Barang Bukti Sebagai
Penguat Dalam Putusan Hakim Dalam Kajian Hukum Acara Pidana

Islam Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

7 Nasrulloh, Misbahun.” Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti
Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian
(Studi Putusan Nomor: 188/Pid.B/2016/Pn.Plg). (Surabaya: Skripsi Uin Sunan Ampel 2018).

'8 Sirojuddin, Khafif.” Problematika Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal
184 KUHAP Dalam Hukum Islam.”” (Yogyakarta: Skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2015).
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. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penulisan skripsi, adalah:
. Untuk mengetahui kedudukan barang bukti sebagai penguat
menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 673/PID.Sus/2015/PN.SDA.
. Untuk mengetahui analisis hukum acara pidana Islam terhadap
kedudukan barang bukti dalam penjatuhan putusan Nomor

673/PID.Sus/2015/PN.SDA.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan
kegunaan untuk
1.  Aspek keilmuan (Teoritis)

Diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian Mahasiswa
kearah pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Islam
khususnya terkait kedudukan barang bukti dalam sistem peradilan.

2. Aspek terapan (Praktis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai
bahan informasi dan pengetahuan tentang barang bukti. Dengan adanya
penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun

pelajar mengenai barang bukti.
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G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam
skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang kongkrit agar
lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya.
Adapun yang dimaksud kerangka konseptual adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang
merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin
atau yang akan di teliti.' Maka dari itu perlu adanya penjelasan
operasional dari skripsi yang berjudul “kedudukan barang bukti sebagai
syarat utama putusan hakim dalam kajian hukum islam (studi putusan
No.673/Pid.Sus/2015/PN Sda.

Berikut adalah definnisi operasional dari judul tersebut:

Barang bukti dalam perkara pidana adalah yaitu barang mengenai mana
delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan
yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang
yang merupakan hasil dari suatu delik.?

Hukum Acara Pidana Islam adalah susunan atau tata cara aturan
bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara
menggunakan haknya untuk memberikan hukuman?'. Hukum Acara

Pidana adalah jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut

19 Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132.
20 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 254.
21 L ubis Zulkarnain, Ritonga Bakti, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat (Jakarta: Kencana, 2016),

1.
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peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan
hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang
bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana,
timbullah cara bagaimana hak itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana
akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu
hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan
peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.?

3. Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum
setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari
segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan

menyelesaikan perkara.?3

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti
sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,
membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.*

1. Jenis Penelitian

22 Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H., “Hukum Acara Pidana Di Indonesia’,(Bandung: Sumur
Bandung, 1974), 15.

2 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan,
(Mandar Maju), 2007, 127.

24 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 3.
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Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Disebut sebagai
penelitian kepustakaan karena sumber data yang dihasilkan dalam
penelitian ini adalah sumber atas kepustakaan dan berisi pendapat
berbagai pakar.?’

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penelitian primer dan sekunder ini
adalah pertimbangan- pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa
terdakwa secara sah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo  Nomor
673/pid.sus/2015/pn.sda
3. Sumber Data
a. Sumber data primer

Data Sumber primer yaitu sumber, bahan atau dokumen yang didapat
secara langsung dari penelitian.?® Yang digunakan oleh penulis dalam
skripsi ini adalah: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
673/PID.Sus/2015/PN SDA, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 103 jo 59 ayat (1) Undang —
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Dan pengelolaan

Lingkungan hidup.

25 Haryanto, Hartono, Datu Mulyono, Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmia, (Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran, 2000), 78.

26 Zulfikar & I Nyoman Budiantara, Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika,
(Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2014), 80.



20

b. Sumber Sekunder

Data Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari bahan kajian

tidak langsung atau bahan publikasi yang ditulis oleh oranglain atau

pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu kejadian yang

diceritakan yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan

penelitian. Antara lain:

1.

Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan
dan Penyidikan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

C.S.T. Kansil, Pengantar [Imu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta:Balai Pustaka, 1986

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus
terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan), Bandung:
PT Citra Aditya Bakti 1996.

Rusli Muhamamad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi), cet.1.
Sinar Grafika: Jakarta, 2001,

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet.1. Sinar Grafika:
Jakarta, 2005,

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor,

Politeia, 1997.
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8. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 1985.

9. Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di
Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

10. Abdul aziz dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I, Jakarta,
PT .Ichtar Baru, 1996.

c. Sumber Tersier
Data Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi
sumber primer dan sumber skunder. Dan beberapa jurnal, serta refrensi
dari internet sebagai bahan pelengkap.

1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam

penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data bearti penelitian tidak dapat

dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara,
seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.?” Untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan
teknik sebagai berikut:
a. Studi Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah membaca atau melihat, meneliti dan

mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya-karya

27 Mahi M.Hikmat, Metode Penelitian Dalam Prespektif [lmu Komunikasi danSastra, (Y ogyakarta:
Graha Ilmu, 2011), 72.
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atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Dalam skripsi ini dokumen yang di teliti adalah Putusan Pengadilan

Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana Lingkungan hidup, putusan

nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA.

. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang

bersumber dari buku, Undang-undang, artikel dan internet, teknik

pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah,
dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.
1. Teknik Pengelolaan Data
Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpul maka
akan dilakukan analisa dengan beberapa tahapan. Antara lain:

a. Editing, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data
yangakan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapat data
yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapat
dari  Putusan Pengadilan Negeri  Siadoarjo = Nomor
673/PID.Sus/2015/PN SDA.

b. Organizing atau penyusunan data, setelah data terkumpul, data
perlu disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat lebih

mudah dipahami guna penanganan lebih lanjut.
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c. Analyzing yaitu menganalisis hukum acara pidana Islam dan
Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana terhadap
kedudukan barang bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan
Hidup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
673/Pid.sus/2015/PN.SDA).

2. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk mendeskripsikan
mengenai subyek penelitian berdasarkan dari data dan variabelyang
diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Maksudnya, teknik ini menguraikan mengenai kekuatan pembuktian

barang bukti dalam tindak pidana Lingkungan Hidup Pengadilan Negeri

Sidoarjo Nomor putusan 673/Pid.sus/2015/PN.SDA. Dengan cara

menganalisis kasus berdasarkan berkas yang ada dengan Hukum Acara

Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Selanjutya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan pola

pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai

suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada
suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena
yang bersangkutan. Maksudnya adalah berdasarkan berkas-berkas dan
dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya merujuk

kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.



24

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka penulis
menyusun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan
menjadi lima Bab, terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan, yang meliputi, latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II tinjauan umum tentang barang bukti yang meliputi
pengertian pembuktian, sistem hukum pembuktian beserta teori
macamnya, pembuktian menurut KUHP, macam-macam alat bukti,
pengertian pembuktian dalam hukum Islam, macam-macam alat bukti
dalam hukum islam.

Bab IIT penyajian data, bab ini memaparkan pembahasan hasil
dari penelitian, berupa subjek hukum, locus delicti dan deskripsi kasus
tindak pidana lingkungan hidup brupa tidak melakukan pengelolaan
limbah B3, keterangan saksi dan keterangan ahli serta keterangan
terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta
hukum, pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan, amar putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.sus/2015/PN.SDA.

Bab IV Analisis dari penlitian yang meliputi, Analisis kedudukan
barang bukti sebagai penguat menjatuhkan putusan pada perkara Nomor

673/Pid.sus/2015/PN.SDA dan Analisis hukum acara pidana Islam
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terhadap kedudukan barang bukti dalam penjatuhan putusan Nomor
673/Pid.sus/2015/PN.SDA.
Bab V Penutup. Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dari

penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA

ISLAM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

A. Pembuktian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pembuktian yaitu
berasal dari kata “bukti” — terjemahan dari bahasa belanda, Bewjis -
diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bewjis
dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta
lain oleh pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada
hakim bagi penilainnya.’

Adapun menurut Yahya definisi pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa.?

Pendapat dari J.C.T Simorangkir bahwa pembuktian adalah
usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim

sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang

' Andi Hamzah, kamus hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.
2 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Bandung Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

26
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bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk
memberikan keputusan seperti perkara tersebut.3

Adapun presepektif pembuktian dalam hukum positif adalah
suatu proses di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dakwaan
yang didakwakan terhadap terdakwa, untuk menentukan bahwa benar
suatu peristiwa pidana telah terjadi dan untuk menemukan kebenaran
terhadap terdakwa, untuk menentukan kebenaran terhadap suatu
peristiwa pidana berdasarkan keterangan alat bukti yang dihadirkan di
dalam persidangan. Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum
Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana
berlangsungnya suatu perkara dimuka persidangan.* Tujuan hukum
acara pidana adalah untuk mendapatkan dan mencari atau setidaknya
mendekati kebenaran materil. Tidaklah mudah dalam mencari
kebenaran materil, hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju
ke arah ditemukan kebenaran materil, hakim yang memeriksa suatu
perkara yang menuju ke arah ditemukan kebenaran materil, akan tetapi
usaha hakim menemukan kebenaran materil itu dibatasi oleh surat
dakwaan penuntut umum. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa
mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang
didakwakan. Dalam batas surat itu hakim harus benar-benar tidak boleh

puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya,

3 J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 135.
4 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), 6.
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hakim dapat meminta bukti-bukti dari pihak kedua, yaitu terdakwa dan
penuntut umum, begitu pula saksi-saki yang diajukan kedua pihak.
Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam hal pembuktian
pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam proses
penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk menyakinkan
bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

Sebelum masuk persidangan, sebenarnya dalam hal pembuktian
pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam proses
penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk menyakinkan

bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

2. Sistem Hukum Pembuktian Beserta Teori Macamnya

Pada dasarnya sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui
cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang
diperiksa itu. Mempunyai beberapa sistem pembuktian beserta teori dan
macamnya. Di dalam suatu pelaksanaan pembuktian haruslah terdapat
alat bukti yang sah. Tujuan dari alat-alat bukti tersebut yaitu untuk
menyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.

Hakim dalam memutus perkara, memerlukan pembuktian.
Terdapat beberapa sistem pembuktian, yaitu®:

a. Sistem Keyakinan (Conviction Intime)

5 Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Perdana (Penyelidikan&Penyidikan), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 29.
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Aliran ini sangat ini sangat sederhana, hakim tidak terikat
dengan alat bukti apapun, putusan diserahkan pada kebijaksanaan
hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi
hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan tersebut. Penilaian dalam
sistema ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim.

Maka dari itu, ketika alat bukti tidak cukup, tetapi hakim
memiliki keyakinan maka terdakwa dapat dijatuhi sangksi pidana.
Begitu juga sebaiknya meskipun alat bukti yang sudah cukup, namun
tidak menimbulkan keyakinan pada hakim, maka hakim tidak
menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan teori keyakinan hakim ini,
berpangkal pada pemikiran yang didasari dengan keyakinan dari hati
nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melaukan suatu tindak pidana
yang didakwakan.®

b. Sistem Positif ( Positief Wettelijk)

Dalam sistem ini, undang-undang mengatur jenis alat bukti dan
cara mempergunakan atau menentkan kekutana pembuktian. Dengan
kata lain, jika alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka,
hakim wajib memutuskan perkara tersebut sudah terbukti meskipun
bertentangan dengan keyakinan hakim sendiri dan sebaliknya keyakinan
hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negarif (Negatief Wettelijk)

6 Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Jakarta:
Bina Aksara, 1987), 238.
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Hakim ditentukan dan dibatasi dalam menggunakan alat bukti,
alat bukti telah dintentukan dalam undang-undang, dan hakim tidak
diperkenankan menggunakan alat bukti lain. Selain alat bukti hakim
juga harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran.

d. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
(Laconviction Risonne)

Sistem ini menentukan bahwa hakim harus memutuskan
berdasarkan keyakinan hakim yang disertai dengan alasan-alasan yang
logis. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi
tidak diterapkan secara limitative oleh undang-undang.”

Lebih tepatnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi
reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning harus reasonable yakni
berdasarkan alasan yang tepat dan dapat diterima. Keyakian hakim
harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapt diterim oleh
akal. Sistem pembuktian ini juga dapat bisa dikatakan sistem

pembuktian bebas.

7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasesi Dan peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 277.
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3. Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP)

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah
merumuskan dalam pasalnya terkait dengan adanya sistem pembuktian
yang digunakan dalam peradilan di Indonesia.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sistem pembuktian
menganut sistem negatif, terkandung dalam pasal 183 KUHAP.8
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorng kecuali
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian secara negatif
(negatief wetterlijk) yang mana keyakinan hakim harus didasari dengan
minimum dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian negatif dalam
sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari hakim-
hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (materiele waarhied).

Sebenarnya, disamping sistem negatif masih ada sistem
pembuktian semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti
jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap terbukti

meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan. Sistem pembuktian

8 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan.. ., 280.
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yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti ini tidak
dianut dalam sistem hukum Indonesia.®

Akan tetapi, teori hukum pembuktian mengajarkan juga bahwa
tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat
pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk
membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut
membuktikannya tanpa harus sampai ketingkat yang tinggi, tetapi
tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar (propendererance)

sudah dianggap memadai.'°

. Macam-Macam Alat Bukti

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terenuhi dua
syarat yaitu yang pertama alat-alat bukti yang sah (wettige
bewijsmiddelen) dan yang kedua keyakinan hakim (overtuiging des
rechters).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan
sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah
dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga
mengatakan adanya keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh

dari alat-alat bukti yang sah.

 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Perdata), (Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti,

2006), 2.
10 Tbid.,47.
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Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan
terdakwa dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi
harus dengan keterangan beberapa alat bukti, Dengan demikian kata-
kata alat-alat bukti yang sah mempunyai ekuatan dan arti yang sama
dengan bukti yang sah."!

Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim
yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam
pasal 184 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 terdiri dari:

a. Keterangan saksi ;

b. Keterangan ahli ;

c. Surat ;

d. Petunjuk;

e. Keteranga Terdakwa ;
1) Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang Dbisa menjadi saksi.
Pengecualiannya terdapat dalam pasal 168 KUHAP yang merumuskan
bahwa: Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama

sebagai terdakwa;

" Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, (Y ogyakarta:
Agustus 1988), 36.
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a. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa
sampai derajat ketiga.

b. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa. Pengertian keterangan saksi dapat
ditemukan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan bahwa.?
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam pekara pidana
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut
alasan dari pengetahuannya.”

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah
dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih
dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamannya
masing-masing, hal ini tercantum dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca
dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk

bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap

dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang

dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan Negara paling
lama empat belas hari.”

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana ... , 260.
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Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah

terlampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau

mengucapkan janji, maka keterangan telah diberikan merupakan

keterangan yan dapat menguatkan keyakinan hakim”13
Penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa
pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau

mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang

sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat
menguatkan keyakinan hakim”

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang undang,
bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat
keyakainan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain
merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP
mengatakan bahwa keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengn
yang lain sedemikian rupa, sehingga dapa membenarkan adanya suatu
kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian khusus terhadap hal-hal yang
diperlukan untuk membuat titik terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan. Keterangan Ahli dinyatakan sah sebagai alat

bukti apabila dinyatakan didepan persidangan dan dibawah sumpah.

13 Ibid.,263.
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3). Surat

Alat bukti diatur dalam pasal 187 KUHAP. Dalam ketentuan
tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut
undang-undang ialah:

Surat pertama yaitu Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
Adapun Surat yang kedua yaitu surat yang dikuatkan dengan sumpah.
Dalam pasal tersebut telah dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk surat
dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, diantaranya:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadiannya atau keadaannya yang didengar, dilihat
atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan
bagi pembuktian sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.
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Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, surat
autentik atau surat resmi seperti bentuk bentuk surat resmi yang disebut
dalam pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sebagai alat bukti
sempurna, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim,
sepanjang tidak dimentahkan atau dilumpuhkan dengan bukti lawan
atau tegen bewji.

Maka dari itu alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat
bukti yang sempurna dan mengikat (volledig enbeslissende
bewijskrachrt), hakim tidak akan bebas lagi untuk menilainnya dan
terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan
perkara perdata yang bersangkutan.'

4). Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam pasal 188 KUHAP yang
merumuskan bahwa: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan
yang karena persesuainnya, baik antara satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari ketrangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa. Terlebih jika doperhatikan pada pasal 188 ayat (1)
KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian

dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim

4 Yahya Harahap, Pembuktian Permasalahan dan...,309.
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dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengakan pemeriksaan dengan
penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5). Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan bukti pengakuan, menurut
KUHAP adalah pernyataan terdakwa dalam persidangan tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau
terdakwa alami sendiri.

Sedangkan barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau
terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang yang dengan sengaja
digunakan melakukan kejahatan. Sebagai mana diatur dalam pasal
KUHAP ayat 1:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
sebagaian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana.

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya.

c. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya.

d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian barang bukti
dapat disimpulkan bahwa pengertian barang bukti adalah barang-barang

baik yang berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan
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bukti dan berfungsi untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi
dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan

kesalahan terdakwa.!®

B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam
Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “A/-
Bayyinal” yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis
berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak
(benar). Dalam istilah teknis, berarti alat alat bukti dalam sidang
pengadilan.’® Menurut pendapat Muhammad at Thohir Muhammad ‘abd
al ‘aziz, membuktikan suatu perkara adalah: memberikan keterangan
dan dalil hingga meyakinkan orang lain."” Dalam arti luas, pembuktian
berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah,
sedangkan dalam arti terbatas/sempit pembuktian ini hanya
dipergunakan jika diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat
itu dibantah oleh tergugat.®
Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk

menghadirkan ke persidangan bukti-bukti otentik. Keharusan

15 Djoko prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta:
liberty, 1988), 148.

16 Sulaikin lubis, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: kencana prenada
media group, 2005), 135.

7 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

18 Sulaikin lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), 135.



40

pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam

QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

P’
3

G 0325 12 Q0TS A IS GG 08 8 i0ls (e gt e RE

iz 4o s wise AL Z
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()

Artinya:
“... Dan persaksikanlah demgam dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
ketrangan) apabila mereka dipanggil...”.1®

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seorang yang
sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para
pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan
saksi-saksi yang dipandang adil.2°

Selain Al-qur’an, perintah untuk membuktikan ini juga

didasarkan pada hadits sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

say 56 25 Y ahsedy 0 x o : J6 g e w Jo (T e e

Artinya:
”... dari ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: sekiranya
diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah
manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa
maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada
tergugat”.

19 Departemen agama RI, Alquran dan terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 48.
20 H.Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 35.
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Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa
yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus
mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang
mendukung isi gugatannya.?’

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saja
menuduh orang lain tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya.
Adanya kewajiban ini Akan mengurungkan gugatan Orang-orang yang
dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik
dan sebagaian ulama tidak membenarkan gugatan yang tak Nampak
adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya,
karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.2?

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan
kebenaran gugatan (tuntutan dalam hkum pidana) adalah tugas dari
penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya.
Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatanya atas sesuatu
yang lahir, untuk membuktikan gugatannya. Sebagaimana kaidah

kulliyah yang menyatkan sebagai berikut:%3

LN &Y Gy el 5l Y E

Maksudnya: “bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan dhohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan
asalnya”.

21 Tbid.
22 1pid. 41.
23 Ibid.,42.
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Maksudnya:”Bukti itu atas di penggugat dan sumpah atas si tergugat.
Hadits ini sebagai dasar hukum pembebanan dan pembuktian,
artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu
benar adanya, dan sebaliknya untuk pihak yang tergugat sebelum
menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.
Pentingnya sumpah terhadapt tergugat adalah agar jawaban-

jawaban yang disampaikannya memberikan keterangan senyatanya dan

tidak dibuat-buat.24

. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Maksud dari pada hujjah ialah: “sesuatu yang membenarkan
gugatan” para fuqaha berpendapat bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7
macam:25

Igrar (pengakuan)

. Syahadah (kesaksian)

Yamin (Sumpah)

. Nukul (Menolak Sumpah)

Qasamah (bersumpah 50 orang)

24 Ibid.,43.

25 Tengku Muhammad hasbi ash shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.
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f. Keyakinan Hakim
g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan
Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan
urutan sebagai berikut:

a. Pengakuan®®

b. Saksi
c. Sumpah
d. Qarinah

e. Bukti berdasarkan indikasi yang tampak
f. Pengatahuan hakim

Adapun menurut pendapat Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada
empat dengan urutan sebagai berikut:
a. Pengakuan
b.  Saksi
c.  Sumpah
d.  Surat resmi

Dalam kitab At-thurug Al Hukumiyyah, Tonu Al-Qayyim
menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) alat bukti yang dapat memperkuat
dakwaan atau gugatan, beliau menyimpulkan dari al-quran dan hadits
yang shahih atau dari praktik-praktik Nabi Muhammad SAW. Menurut

Ibnu al-Qayyim, alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:2’

26 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut...., 57.
27 H.A basiq Djalil, Peradilan Islam..., 34-37.
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1. Al-yadud al mujarradah (Penguasaan), yakni bukti yang tidak
memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada di
pengampuannya.

2. Al-inkar al-mujarrad (pengingkaran), seperti sesorang yang telah
mengaku berutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau yang
meninnggal telah berwasiat sesuatu untuknya, seperti si mayat memiliki
washiy (orang yang diwasiati) untuk membayar utang-utangnya dan
melaksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian si washiy mengingkari
pengakuan tersebut, sedangkan pihak penggugat tidak memliki bukti.

3. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada
seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan miliknya,
kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut lalu ia
diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi miliknya, dan jika
tidak mau maka cabutlah hak itu dari kekuasaanya.

4. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya
Mud’a’alaihi (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana
diminta oleh muda’l (penuntut umum/penggugat).

5. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat a/
auza’l qadhi syuraih, ibnu sirin, dan an-nkha’l berpendapat apabila ia
(tertuduh/tergugat) menolak sumpah maka dikembalikan sumpah itu
kepada penuntut/penggugat. Pendapat ini dari kalangan mazhab syafi’l

dan maliki tidak disetujui oleh ibnu hazm adh-dhairi.
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6. Sumpah. Sumpah ini dihadapkan kepada penggugat/penuntut, apabila
ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau tuduhannya yang
diingkari oleh tergugat/tertuduh.

7. Saksi

8. Penolakan sumpah

9. Dua saksi perempuan dan sumpah penggugat

10. Saksi dari anak-anak yang telah mengerti.

Dalam skripsi ini Akan membahas alat-alat bukti yang terdapat
hubungan dengan peradilan agama di Indonesia. Diantaranya sebagai
berikut:

1. Ikrar (pengakuan)

Pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak
orang lain yang ada pada diri pelaku itu sendiri dengan ucapan atau
berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang Akan datang.?®

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan
mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Sedangkan menurut
istilah para fuqgaha memberikan definisi dengan mengabarkan suatu hak
bagi orang lain.?°

Muhammmad Salam Madkur mempunyai pendapat bahwa
terkait pengakuan, menurutnya pengakuan adalah mengakui adanya hak

orang lain yang berada dalam diri pelaku itu sendiri melalui ucapan.

28 H.A.basiq djalil, Peradilan Islam...., 40.
29 H.Anshoruddin, Hukum pembuktian menurut..., 93.
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Dasar hukum pengakuan terdapat dalam firman allah QS.An-Nisa’(4):

135: yang berbunyi:

BLET e 5 8 0igh bl i 8T o0 g

Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun

terhadap dirimu sendiri”

Pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan si tergugat. Untuk
membenarkan pengakuan itu haruslah dalam keadaan berakkal, baligh,
tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampunan.

Macam-macam pengakuan sendiri ditinjau dari segi
pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Ikrar dengan kata-kata:
Pengakuan yang diucapkan di muka sidang dapat dijakdikan alat
bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar dan jika
diucapkan di luar sidang maka akan dapat dijadikan alat bukti.

a. Apabila seseorang tidak dapat bicara atau (bisu) maka iqrar baginya
dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan ketentuan
isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum.

b. Ikrar dengan tulisan:

Ikrar dengan tulisan semula tidak dibenarkan dengan alasan dan
mungkin dapat dihapus ataupun ditambahi. Akan tetapi, mengingat

kemajuan zaman sat ini terdapat cara untuk membedakan antara

tulisan asli ataupun palsu.



47

2. Syahadah

Syahadah (kesaksian) adalah orang yang memberikan keterangan
di dalam persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang
peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar, dan dia alami sendiri
sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.30

Adapun tokoh Nasr Farid Wasil menambahkan pendapat bahwa
syarat dari ketentuan saksi dari keseluruhan yang ada diatas adalah tidak
adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiqg menambahkan pendapat pula
bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari
tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Syaratnya adalah tidak adanya
paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian
atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk
mepersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat
mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

3. Persangka/petunjuk-petunjuk dalam keyakinan hakim (qarinah)
Qarinah secara bahasa diambil dari kata “Mugarramah” yang berarti
Mushobahah (pengertian/petunjuk). Secara umum qarinah dibagi
menjadi dua (2) yaitu:

a. Qarinah Qonuniyyah yaitu Qarinah yang ditentukan oleh undang-
undang
b. Qorinah Qodoiyyah yaitu Qarinah yang merupakan hasil kesimpulan

hakim setelah memeriksa perkara

30 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. .., 139.
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Tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti. Dalam hal ini
roihan A. rasyid memberikan beberapa kriteria qarinah yang dapat
dijadikan sebuah alat bukti:

a. Qarinah harus jelas da meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh
Manusia yang berakal.

b. Qarinah menurut Undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang
tidak jelas bertentangan dengan hukum Islam.

4. Yamin (Sumpah)

Sumpah menurut ahli figh adalah pernyataan yang khidmat yang
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat
sifat tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji
yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut hukum
Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan Al-Yamin, namun dalam
konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah Qasamah.3

Sumpah merupakan bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh
karena itu hakim dalam pembuktian tidak boleh hanya mendasarkan
kepada sumpah tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang lain.
Sumpah merupakan salah satu alat bukti untuk mengambil putusan
terakhir.

Menurut Nash Farid Washil berpendapat bahwa, macam-macam

sumpah ada dua (2), yaitu:

31 Sulaikhan lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia ..., 135.
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a. Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat bukti yang diajukan
masih belum lengkap. Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah
pelengkap atau sumpah tambahan dan sumpah ini tidak boleh
dikembalikan kepada tergugat.

b. Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak
gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti.
Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah pemutus.

5. Penolakan Sumpah (Nukul)

Penolakan Sumpah atau Nukul berarti pengakuan, Ini merupakan
alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain
agar gugatannya dapat mengenal kepada pihak lain.32

Dikalangan Fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat
penolakan sumpah atau nukul digunakan sebagai alat bukti. Madzab
Hanafi dan Imam Ahmad menyatkan bahwa penolakan sumpah atau
nukul merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai
dasar putusan. Penolakan itu bilamana telah mencapai tida kali.33

Dalam madzab Asy Syafi’l dan Imam Malik, penolakan sumpah
tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak
bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika
penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim

berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat

32 H.Basiq Djalil, Peradilan Islam...., 53
33 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut..., 102
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bukti dan dasar untuk memutus perkara. Disisi lain madzab adzhiri dan
ibnu hazem, menetapkan hukum berdasar penolak sumpah, yakni tidak

memiliki dasar hukum yang kuat.3*

% Ibid.,103.



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR
673/PID.Sus/2015/PN SDA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP BERUPA TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
(BAHAN BERBAHAYA BERACUN)

A. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak
dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak
dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum dapat melakukan
hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan
hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Menurut hukum ada
dua subjek hukum yaitu pertama manusia (person), di dalam hukum,
perkataan seseorang atau orang (person) berarti pembawa hak dan
kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari
dilahirkan = sampai meninggal dunia. Kedua, badan hukum
(rechtpersoon), selain orang (person) badan atau perkumpulan itu
memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum
dapat juga digugat atau menggugat di pengaadilan dengan perantara
pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum
(rechtpersoon). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah
semua jenis perkumpulan, perkumpulan sebagai badan hukum tidaklah

semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan

51
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hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang
berlaku (hukum).!

Dalam subjek hukum terdapat orang (person) yaitu Eddy
Iswantoro, terdakwa lahir di Sidoarjo 28 Mei 1966, terdakwa bertempat
tinggal di desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kecamatan Krian
Kabupaten sidoarjo, saat ini berusia 49 tahun. Beliau telah memiliki dan
anak dan beragama Islam pekerjaannya adalah swasta

Sedang subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum yaitu UD
Mulya yang mana bergerak dalam bidang alumunium, perdagangan
kaleng, besi dan disamping menjalankan usahanya, juga melakukan
pelebburan kaleng, alumunium, panic, wajan dankaleng minuman bekas
adapun barang bahan baku tersebut terdakwa peroleh dari pengepul besi,

logam bekas atau rosokan.

B. Locus Delicti
Locus dalam kamus hukum yang artinya tempat, locus delicti
adalah ketentuan tempat terjadinya tindak pidana, yang merupakan
rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti “tempat,”
sedangkan delictum berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan,
tindak pidana “. Sehingga locus delicti berarti “tempat kejadian dari

kejahatan”. Akhirnya timbul penyebutan dalam bidang hukum dengan

" H. Zaeni Asyahadie dan Arif Rahman, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), 61.
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locus regit actum yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan
hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”.

Salah satu contoh dalam kasus yang telah diputus dengan
Nomor: 673/ Pid.Sus/2015/PN.SDA, terdakwa Eddy Iswantoro pada
tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB setidak-tidaknya pada
suatu waktu yang lain dalam tahun 2013 s/d 2015 adalah bertempat di
UD Mulya di desa Terung Wetan RT-05 RW 02 kecamatan Krian
Kabupaten sidoarjo atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang
berwenang mengadili perkaranya’.

Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
sebagaimana pasal 59 ayat (1) (setiap orang yang menghasilkan limbah
limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3).

Dari fakta diatas penentuan locus delicti dalam proses
penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan dalam hal tindak pidana
tidak semudah membalikan telapak tangan maka dari itu penentuan
locus delicti menggunakan teori yang ada yaitu: teori perbuatan
materiil, teori alat yang digunakan dalam kejahatan, dan teori akibat.
Penyebutan locus delicti penting untuk manakar kadardaluwarsa suatu
perkara unsur locus menentukan kompetensi pengadilan untuk

mengadili.
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C. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berupa Tidak

Melakukan Pengelolaan Limbah B3( Bahan Berbahaya Beracun )

Kasus tindak pidana lingkungan hidup berupa tidak melakukan
pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dilakukan oleh
Eddy Iswantoro selaku pemilik UD Mulya yang bergerak dibidang
perdagangan kaleng, alumunium, besi, dan peleburannya. Serta
menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. Yang dapat
mencemari dan merusak lingkungan, Perbuatan tersebut merupakan
suatu kesalahan yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan
ketentuan. Kasus pidana ini terjadi di UD Mulya Desa Terung Wetan
RT-05 RW-02 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk lebih
detailnya akan dijelaskan kronologinya. Selanjutnya, Terdakwa
diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat
dakwaan.?

EDDY ISWANTORO, selaku pemilik UD Mulya, pada hari dan
tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2013 s/d
2015, atau setidak tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2013 s/d
2015, bertempat Desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berwenang

mengadili perkara menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan

2 Direktori putusan mahkamah agung republic Indonesia putusan nomor 673/pid.Sus/2015/PN

SDA, 2.
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pengelolaan sebagaimana maksud Pasal 59 Ayat (1) (setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penggelolaan Limba B3),
yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut.?

Pada sekitar tahun 2013-2015, terdakwa selaku pemilik UD
Mulya yang bergerak di bidang perdagangan kaleng, alumunium, besi,
bertanggung jawab terhadap seluruh operasional usahanya bertempat
Desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo dalam menjalankan usahanya, melakukan peleburan kaleng
alumunium, panci, wajan dan kaleng minuman bekas, terdakwa
memperoleh bahan baku dari pengepul besi/logam bekas / rosokan,
setelah bahan baku tersebut terkumpul lalu dilakukan proses peleburan
yang awalnya alumunium bekas ditempatkan di kowi (tempat
peleburan), kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan
bahan bakar kayu sampai alumunium cair, lalu alumunium yang sudah
cair dicetak berbentuk kotak ukuran 4 / 5 kilogram, selanjutnya
dipasarkan, adapun sisa dari proses peleburan alumunium tersebut
berupa cairan timah, lalu tempat peleburan diberi tekanan panas,
sehingga cairan timah keluar berupa butiran hitam, kemudian diayak dan
dilakukan peleburan kembali hingga yang tersisa berupa abu/serbuk
(limbah) yang tidak ada kandungan timahnya. Dalam sehari alumunium

bekas yang dilebur terdakwa sekitar 800 (delapan ratus) kilogram s/d

3 Ibid,, 3.
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1.000 (seribu) kilogram, dengan proses peleburan mulai jam 08.00 wib
s/d 17.00 wib hari minggu libur.

Abu sisa peleburan alumunium (limbah) tersebut oleh terdakwa
dimasukan dalam sak plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan
ditaruh dilantai dalam lokasi gudang UD Mulya, lalu setelah terkumpul
sekitar 5 (lima) s/d 6 (enam) ton, limbah tersebut oleh terdakwa dijual,
ternyata ijin yang dimiliki oleh terdakwa adalah Usaha Dagang bukan
proses peleburan alumunium, dan dalam proses tersebut terdakwa juga

tidak memiliki sistem pengolahan.

D. Keterangan Saksi-Saksi Dan Keterangan Ahli Serta Keterangan

Terdakwa

1. Keterangan Saksi 4

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi saksi yang mana saksi adalah anggota Reskrim Polres
Sidoarjo yang sedang menyelidiki adanya pengangkutan limbah B3
tanpa ijin. saksi bersama tim berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Roni
Hadianto, Rochmat Ifantri Firdaus dan Kujaini, pada hari Rabu, tanggal
22 April 2015 sekitar jam 09.0 Wib, mendatangi tempat usaha peleburan
aluminium yang diakui dilakukan oleh terdakwa yang terletak di Desa

Terung Wetan, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

41bid 4
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Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha peleburan aliminium sedang ijin
usahanya UD Mulia adalah milik Samsul Choiril dan tempat usaha serta
gudang adalah milik Terdakwa, Adapun aluminium bekas ditempatkan
di tempat peleburan, kemudian dilakukan pemanasan dengan
menggunakan bahan bakar kayu sampai aluminium cair, setelah mencair
dicetak berbentuk kotak ukuran 4-5 kilogram dan selanjutnya dijual
serta limbah yang dihasilkan dari proses peleburan masih bisa diolah dan
limbah terakhir yang dihasilkan berupa serbuk/ abu berwarna hitam yang
ditaruh didalam zak plastik ukuran 50 kg dan ditaruh dilantai dekat
tempat peleburan. Selanjutnya limbah yang masih mengandung timah
terdakwa kumpulkan dan kemudian terdakwa masukkan dalam karung
plastic. Terdakwa tidak mempunyai ijin pengelolaan sementara dari
pejabat yang berwenang atas limbah yang dihasilkan dari peleburan
aluminium yang dilakukannya. Limbah berupa serbuk/abu warna hitam
tersebut dijual ke jombang, katanya bisa diolah lagi, tetapi saksi tidak

melacak sampai ke jombang.

Adapun dari hasil uji Laboratorium atas limbah serbuk abu dari
sisa hasil peleburan aluminium ( dross hitam ) adalah termasuk limbah
B3 ( Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Sertifikat Hasil
Pengujian TCLP limbah padat No. 660/882.1/2015 tanggal 22 juli 2015
yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh
Wahyu Nugroho selaku Manager Teknis UPT lab. Uji Kualitas

Lingkungan, mengetahui Ir.Sunarta, MM selaku Kepala UPT Lab. Uji
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Kualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,
yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku
mutu yang ditetapkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiran IV, yaitu
parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb) dan Terhadap keterangan ketiga

saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

. Keterangan Ahli >

Selain mengajukan saksi saksi di persidaangan jaksa penuntut
umum menghadirkan AHLI yang bernama NUSFAH MUZDHALIFAH
dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut
Bahwasannya, ahli bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sidoarjo sejak tahun 1997 ahli sudah ke lokasi peleburan aluminium
terdakwa dan memang benar ada peleburan aluminium dan ada
penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan di zak plastic di dekat
tempat peleburan ada kegiatan peleburan aluminium yang Terdakwa
lakukan adalah peleburan aluminium sekunder yang merupakan proses
daur ulang aluminium dengan metode pemanasan atau proses peleburan
aluminium bekas menjadi aluminium cair yang kemudian dicetak
menjadi aluminium batangan. Limbah dari proses peleburan aluminium
sekunder adalah dross hitam. Adapun dari hasil uji Laboratorium atas

limbah serbuk abu dari sisa hasil peleburan aluminium ( dross hitam )

3 Ibid., 7.
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adalah termasuk limbah B3 ( Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai
dengan Sertifikat Hasil Pengujian TCLP limbah padat No.
660/882.1/2015 tanggal 22 juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani
atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wahyu Nugroho selaku Manager
Teknis UPT lab. Uji Kualitas Lingkungan, mengetahui Ir.Sunarta, MM
selaku Kepala UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, badan Lngkungan
Hidup Propinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan terdapat 2 (dua)
parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan sesuai PP no. 101
tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
pada lampiran IV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb). kegiatan
yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3
yang dimulai dengan melakukan penyimpanan limbah B3 didalam
tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dikelola dengan

pihak ke tiga, yang harus mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Telah dijelaskan dalam pasal 59 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan ijin dari Menteri, Gubernur,
Bupati walikota sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP no. 101 tahun 2014
yaitu penyimpanan limbah yang dimiliki oleh penghasil limbah B3
mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu persyaratan

diantaranya fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jumlah
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limbah B3, Karakteristik Limbah dan dilengkapi dengan upaya

pengendalian pencemaran lingkungan;

Jadi, kegiatan terdakwa yang menghasilkan limbah B3 namun
tidak mempunyai ijin pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 berarti
Terdakwa tidak melakukan kewajibannya yaitu mengelola (menyimpan)
limbah B3 dan mengelolahkan limbah B3 tersebut kepada pihak ke tiga

yang mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

. Keterangan terdakwa

Terdakwa ketika di Persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya yaitu benar pernah datang ke tempat terdakwa 3
(tiga) orang dari Polres Sidoarjo serta menanyakan kerja apa dan siapa
yang punya.® Terdakwa menjelaskan telah melakukan kegiatan
peleburan aluminium yang diperoleh dari pengepul barang bekas yang
mengandung aluminium dengan cara membakar barang bekas
mengandung aluminium sampai mendidih yang kemudian dicetak
menjadi aluminium batangan. Serta sisa hasil peleburan barang bekas
mengandung aluminium adalah limbah berupa serbuk/abu berwarna
hitam yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam zak plastic ukuran 50
kg kemudian diletakkan di dekat tempat peleburan, dalam satu hari
peleburan bisa menghasilkan limbah serbuk/ abu sekitar 100 kg, limbah

yang masih mengandung timah berupa serbuk dibeli oleh orang jombang

¢ Ibid., 9.
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yang katanya dilebur lagi. Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha dan
ijjin dalam mengelola limbah B3 sedangkan hanya ijin usaha
perdagangan yang ada adalah milik Syamsul khoiri. Terdakwa tidak
mempunyai ijin karena tidak tahu dan tidak tahu bahwa limbah yang
dihasilkan adalah termasuk limbah B3 yang dapat mencemarkan
lingkungan. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa mempunyai tanggungan

keluarga, seorang istri dan 2 (dua) anak.

. Alat Bukti dan Barang Bukti yang Diajukan Diperoleh Fakta Hukum

Terdakwa telah melakukan pekerjaan peleburan aluminium
bertempat di Desa Terung Wetan Rt. 05, Rw. 02 Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo Bahwa, bahan baku peleburan aluminium Terdakwa
peroleh dari pengepul rosokan barang bekas, berupa panci, wajan, dan
kaleng bekas yang mengandung aluminium.” Bahwa, aluminium bekas
ditempatkan di tempat peleburan, kemudian dilakukan pemanasan
dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai aluminium cair, setelah
mencair dicetak berbentuk kotak ukuran 4 — 5 kilogram dan selanjutnya
dijual Bahwa, setelah diambil aluminiumnya, limbah yang dihasilkan
masih bisa diolah lagi dan limbah tersebut yang terdakwa jual ke orang
Jombang,Bahwa, dari proses peleburan terakhir keluar berupa

serbuk/abu yang ditaruh didalam zak plastik ukuran 50 kg yang

" Tbid., 10.
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kemudian diletakkan dekat tempat peleburan, dalam satu hari peleburan
bisa menghasilkan limbah serbuk/ abu sekitar 100 kg. Adapun dari hasil
uji Laboratorium atas limbah serbuk abu dari sisa hasil peleburan
aluminium adalah termasuk limbah B3 ( Bahan Berbahaya dan Beracun)
sesuai dengan Sertifikat Hasil Pengujian TCLP limbah padat No.
660/882.1/2015 tanggal 22 juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani
atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wahyu Nugroho selaku Manager
Teknis UPT lab. Uji Kualitas Lingkungan, mengetahui Ir.Sunarta, MM
selaku Kepala UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, badan Lingkungan
Hidup Propinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan terdapat 2 (dua)
parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan sesuai PP no. 101
tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
pada lampiran IV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb); Bahwa,
Terdakwa tidak mempunyai ijin pengelolaan sementara atas limbah B3

yang dihasilkan dari peleburan aluminium yang dilakukannya;

. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya maka yang perlu
diketahui dahulu adalah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan
melalui surat tuntutan pidana. Menimbang bahwa persidangan terdakwa

oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal.?

8 Ibid .,11.
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Jaksa penuntut umum dipersidangan mendakwa terdakwa
Dengan dakwaan tunggal pasal 103 jo pasal 59 ayat (1) Undang undang
nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Uraian Unsur unsur yang memenuhi delik pidana yaitu:
. Setiap orang

. Menghasilkan Limbah B3

. Wajib melakukan pengelolaan limbah

Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai
subjek hukum yang telah melakukan perbuatan sebagaimana
dirumuskan dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah
menghadirkan subyek hukum orang perorangan yang telah diperiksa dan
mengaku yang identitiasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan
serta duduk dikursi terdakwa daan benar adalah orang perorangan yang
telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat
dakwaan jaksa penuntut umum.

Unsur menghasilkan Limbah B3 yaitu setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang
disailkannya maksudnya yaitu pengelolaannya mengikuti ketentuan
pengelolaan Limbah B3 adapun bagi yang tidak mampu melakukan
sendiri pengelolaan limbah B3 , pengelolaanya diserahkan kepada pihak
lain, serta wajib mendapat izin dari menteri, gubenur, atau bupati/wali

kota sesuai dengan kewengangannya dan juga wajib mencantumkan
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persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Dan keputusan
pemberian izin wajib diumumkan adapun ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah.
Misalnya, setiap orang yang karena usaha dan/ atau kegiatannya
menghasilkan limbah B3, melakukan usaha peleburan alumunium yang
berasal dari barang bekas berbahan alumunium yang dilakukan dengan
cara pemanasan dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai
alumunium cair setelah mencair dicetak berbentuk kotak ukuran 4-5
kilogram. Limbah setelah diambil alumuniumnya masih diolah untuk
diambil timahnya dan sisa terakhir dari peleburan alumunium adalah
limbah serbuk/abu berwarna hitam yang ditempatkan dalam karung
plastik didekat peleburan, yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil
dari uji laboratorium atas limbah serbuk/abu dari sisa peleburan
alumunium adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) sesuai
sertifikat hasil pengujjian TCLP.

Unsur wajib melakukan pengelolaan limbah adalah kegiatan
yang  meliputi  pengurangan,  penyimpanan,  pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan limbah
B3, serta dalam pasal 12 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014
tentang pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

mengatur setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan
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penyimpanan limbah B3 dan untuk dapat melakukan penyimpanan
wajib memiliki ijin pengelolaan limbah B3.

Adapun faktanya yaitu Sisa akhir dari proses peleburan
alumunium berupa serbuk/abu berwarna hitam yang oleh terdakwa
dikemas dalam plastic ukuran 50 kg yang kemudian ditaruh dilantai

dalam lokasi gudang yang menyatu dengan tempat peleburan.

G. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam penjatuhan pidana telah dipertimbangkan juga dari hal hal

yang memberatkan ataupun yang meringankan sebagai berikut:®

. Hal yang Memberatkan

Apa yang telah dilakukan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan

dan berpotensi dapat mencemarkan lingkungan.

. Hal yang Meringankan

a. Apa yang terdakwa lakukan berupa kegiatan peleburan alumunium
masih berskala kecil

b. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

d. Terdakwa kurang memahami dengan apa yang seharusnya dilakukan

dan dampak apa yang akan ditimbulkannya

® Ibid., 15.
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H. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) undang undang nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang
undangan lain yang bersangkutan, Serta berdasarkan pertimbangan
diatas maka majelis hakim menganggap unsur perkara ini telah secara
sah dan meyakinkan. Hakim sebelum Menimbang dan menjatuhkan
pidana akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan,
dalam kasus perkara ini hal yang memberatkan adalah Perbuatan
terdakwa mencemarkan lingkungan dan hal yang meringankan adalah
terdakwa menyesali perbuatanya dan mengakui perbuatanya. Maka
amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor register

673/PID.Sus/2015/PN SDA adalah sebagai berikut:!?

1. Menyatakan terdakwa EDDY ISWANTO tersebut di atas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Lingkungan Hidup.

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan hukuman penjara dan denda tersebut tidak usah dijalani,

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan

10 1bid., 16.
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lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1
(satu) tahun berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) zak plastik limbah B3
dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 18
Februari 2016, oleh kami, Adi Hernomo Yulianto,SH,MH., sebagai
Hakim Ketua , Suprayogi, SH.,MH dan Parulian Saragih, SH.,MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
SUYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,

serta dihadiri oleh Wido Utomo,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;!!

" Ibid., 17.
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ANALISIS HAKIM MENJADIKAN BARANG BUKTI SEBAGAI PENGUAT
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA NOMOR
673/PID.SUS/2015/PN SDA

A. Analisis Hakim Menjadikan Barang Bwukti Sebagai Penguat
Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA.
Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari
dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai
pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati
pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana
Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif
wettilijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah
upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun menajadi tujuan
utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini
di dalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang
sering di dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya
proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.
Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan penting barang
bukti khususnya kasus-kasus pidananya yang pada dewasa ini semakin
beragam saja sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal barang bukti
ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang
peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat

terang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya digunakan sebagai

68
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bahan pembuktian, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penunut
umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan oleh Andi
Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang
bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang
dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik),
termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Adapun
ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

a. Merupakan objek materiil

b. Berbicara untuk diri sendiri

c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana

pembuktian lainnya

d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan

terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus
delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP majlis
hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan
menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika
dianggap perlu, hakim memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori
hasibuan berpendat bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan
oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau suatu hasil delik, disita

oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa yang
disebut barang bukti adalah:

a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

b. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan suatu

tindak pidana

c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak

pidana

d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana

e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi

penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar
ataupun rekaman suara
Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait
amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terkdakwa, walaupun
istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP dan
dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang
apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-
pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu
barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan
dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu pasal 183 KUHAP,
dimana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepda
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar
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benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dalam
melakukannya.
Adapun alat bukti yang sah, oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP,
hanya dibatasi pada:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Adapun alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hubungan antara
alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat
untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara
pidana.
Jadi, dapat di simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang
pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat
1 KUHAP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara
sidang yang ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah
maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan

hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh JPU.
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Terkait kasus pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor: 673/Pid.Sus/2015/PN SDA tentang tindak pidana Lingkungan
Hidup dengan dakwaan tunggal berdasarkan hasil penelitian yang
penulis lakukan dari salah satu pembuktian dengan menggunakan
barang bukti (1) zak plastic limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang
berupa serbuk/abu hasil dari Prosespeleburan alumunium yaitu
parameter seng (ZN) dan timbal (PB) bahwa atas limbah yang
kualitasnya melebihi baku mutu yang lebih ditetapkan kemudian
dibuang kemedia lingkungan akan mengakibatkan penurunan kualitas
media lingkungan penerima tersebut dan mempengaruhi kehidupan
biota yang ada didalamnya dan dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan.

Bahwasannya barang bukti dari hasil limbah B3 ini bisa
dijadikan alat bukti di persidangan atas dasar bahwa barang bukti
tersebut diterangkan dan dijelaskan dengan alat bukti yang mengaitkan
perkara pidana tersebut dan juga pasal 103 jo 59 ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak
melakukan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 59 tentang
pengeleloaan limbah Bahan Berbahaya Beracun menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
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2. Dalam Hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1)
telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan
pengelolaan limbah B3.

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri
pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak
lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izi dari menteri, gubenur
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya.

5. Menteri, gubenur, atau bupati/walikota wajib mencamtukan
persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan
kewajiban yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus
dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur
dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 103 tentang pengelolaan limbah B3
menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan
tidak meakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar

rupiah)”.
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Maka dari itu keberadaan hasil dari Limbah B3 (Bahan
Berbahaya Beracun) itu sangatlah penting dalam posisi sebagai barang
bukti untuk penguat putusan hakim.

Dari uraian diatas bahwasannya barang bukti 1 sak plastik
limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) hasil dari proses peleburan
alumunium tersebut bisa dijadikan pembuktian dalam proses
persidangan. Jadi, menurut penulis kedudukan barang bukti (satu) 1 sak
limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dalam hukum pidana di
indonesia sudah sesuai dengan dasar hukum dan hukum acara pidana dan
kedudukannya sebagai penguat dan penunjang dari alat bukti yang
dalam KUHAP serta untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti
yang lain berupa serbuk/abu hasil dari peleburan alumunium yang
mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) serta berpotensi

dan dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan.

. Analisis Hukum Acara pidana Islam Terhadap Kedudukan Barang Bukti
Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA.
Pembuktian atau bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala
sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran. Maka
sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakkan
hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan
benar. Pada hakikatnya tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan

kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
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Dalam Hukum Acara Islam, bukti lebih dikenal dengan istilah
“Al-Bayyinah”. Berdasarkan arti kata bayyinah tersebut, jelas bahwa
upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang
cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian.

Namun demikian ada fuqaha’ yang menyamakan arti kata
tersebut dengan “A/-syahadal” (kesaksian), sehingga dengan demikian
ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya akan lebih sempit dari arti
bayyinah yang sebenarnya. Guna menghindari perkatan bayyinah dalam
arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan
jiwa syari’at adalah menafsirkan kata bayyinah dalam arti luas. Hal ini
sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW yang mempunyai arti yaitu
“bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu
diwajibkan kepada tergugat (terdakwa) (HR.Tarmidzi).

Sedangkan ulama dari kalangan Hanafi menyebutkan bahwa alat
bukti dalam bentuk nadzam yang terdiri dari tiga buah yaitu sebagai

berikut:!

I3 3085 82 Madl (b pllat &) ot G ¥ 40 b ol 3 240 Gsadle

Sad de Eal 3 * end e a3 el A Y e b b it Fhad
NS S S S b S 0 4 ke Aol

Maksudnya:
Aku akan memberi petunjuk berupa alat-alat bukti bagi orang
yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada
gelapnya situasi, ia akan memberi petunjuk dari padanya.

" H.A Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: amzah, 2012), 94.
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Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah qasamah, bayyinah,
ilmu qadhi, hai sahabat mulia.
Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk

apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah
(pembuktian itu).

Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama saja
dengan syahadah maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan
(penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh
hadits ini, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan
argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya.
Berdasarkan argumentasi tersebut diharapkan hakim dapat memutuskan
perkaranya secara adil dan benar.

Sehubungan dengan itu. Dalam uraian selanjutnya Akan
dikemukakan pendapat fuqaha tentang definisi pembuktian dalam arti
yang luas. TM. Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan: membuktikan sesuatu
ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan” 2
Definisi ini menurut pendapat penulis tidak memenuhi unsur ta’rif,
karena kalau diperhatikan ternyata pengertian bayyinah ini terbatas
pada memberikan keterangan dalam dalil. Sedangkan sebagaimana
diketahui, bahwa alat bukti tidak terbatas pada keterangan dari
penggugat saja, melainkan meliputi petunjuk dan pengakuan dari
tergugat atau terdakwa itu sendiri.

Segolongan fugaha ada yang merumuskan bayyinah sebagai:

2 Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Maarif, T.T.), 110.



77

“Segala sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan
gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan”.? Definisi
ini juga bisa dikatakan membatasi diri pada keterangan atau alasan dari
penggugat, tanpa memperhatikan keadaanlain, baik yang berasal dari
tergugat atau hal-hal dari luar.

Ibnu Qayyim merumuskan bayyinah sebagai berikut: Bayyinah
itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan
menampakkan kebenaran.

Definisi terakhir ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala
bentuk Cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang
dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti
tertentu, melainkan menitikberatkan pada “daya ungkap” dari alat bukti
itu sendiri. Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap
pendapat para ulama’ yang menyamakan arti bayyinah dengan
syahadabh.

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa definisi bayyinah yang
paling mendekati kebenaran adalah definisi yang dikemukakan oleh
Ibnu Qayyim. Adapun dasar pemikirannya bahwa pembuktian dalam
hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang
harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang
dikemukakan penggugat (penunut umum) masalahnyaakan lebih jelas

bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika

3 Fatchurrahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, T.T), 56.
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masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh
penggugat (penunut umum) maka hakim harus memperhatikan alat
bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (terdahulu),
atau bahkan dari kesimpulan hakim sendiri.

Dalam pembuktian seseorang harus mampu mendatangkan ke
persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini
didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah

(2)282, yang berbunyi:

G 035 B 0B st a5 60 BBLaSUls B digd LhdgaNs L

15 G 13 11igd o s 529 UAIA| S0 WAIAR] #af Of sIaghl)
Artinya:

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (diantarmu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh)
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil ...”.

Jika dikatakan, bahwa lahiriyah ayat tersebut menyebutkan
bahwa pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki serta dua orang,
orang perempuan itu pengganti dari pembuktian dengan saksi dua orang
laki-laki, maka pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan satu
orang perempuan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada saksi dua orang

laki-laki.*

4 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

260.
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Dalam runtutan sususan peradilan dalam Hukum Islam tidaklah
cukup dengan lingkup kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik
yang diatur dalam hukum acara, yang berguna untuk lebih meyakinkan
hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum pidana islam
mengenal alat bukti yang berkaitan dengan dengan sistem peradilan
islam adalah sebagai berikut:

a. Igrar (pengakuan)

b. Syahadah (kesaksian)

c. Qarinah (petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim)
d. Yamin (sumpah)

e. Nukul (penolakan sumpah)

Sesuai perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat,
dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu lingkungn hidup
serta limbah yang semakin canggih dalam meneliti uji kualitas
lingkungan dan limbah, maka hasil dari sisa peleburan alumiunium yang
berupa limbah serbuk/abu yang mengandung limbah B3 (Bahan
Berbahaya Beracun) tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan
sebagai barang bukti dan juga termasuk alat bukti tersebut terdapat
faktor penguat untuk dijadikan alat sebagai pembuktian. Limbah
abu/serbuk yang dihasil dari proses peleburan alumunuim tersebut
adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dalam hukum islam dapat
digolongkan dengan alat bukti qarinah, atau juga hasil dari peleburan

alumunium yang berupa limbah serbu/abu yang mengandung limbah B3
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(Bahan Berbahaya Beracun) lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang
menuju pada qarinah. Karena hasil dari serbuk/abu yang mengandung
limbah B3 tersebut merupakan barang bukti hasil dari sisa peleburan
alumunium yang mengandung tanda-tanda atau keterangan yang dapat
digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

Jadi, hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu
yang mengandung limbah B3 dapat dijadikan tanda-tanda atas sebagai
petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa
dikatakan hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu yang
mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) kedudukannya
sama dengan Qarinah Qadaiyyah jika dalam hukum Islam. Kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat
bukti qarinah bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan bisa sebagai
dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada
pelaku kejahatan tindak pidana.

Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan keputusan
yang adil bagi pihak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau
adil tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaan
yang cermat berdasarkan barang bukti dan juga bisa dijadikan salah satu
alat bukti sisa hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu
yang mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) adalah sah.
Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya dan

tentunya dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari
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kesalahan-kesalahan, sebab secara hakiki kebenaran hanya milik Allah

SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan analisis
kedudukan barang bukti sebagai penguat menjatuhkan putusan pada
perkara dan hukum acara pidana islam terhadap kedudukan barang bukti
dalam penjatuhan putusan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

Kedudukan hukum barang bukti dalam sistem KUHAP, barang bukti
(corpus delicti) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti,
melainkan merupakan bukti tambahan terhadap ala-alat bukti yang sah
menurut KUHAP yaitu sebagi bukti tambahan terhadap alat bukti
keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan
terdakwa. Hakim dakam putusan No 673/PID.Sus/2015/PN SDA
menjadikan barang bukti 1 sak plastik limbah B3 sebagai alat bukti
dalam persidangn yang sah dengan dasar pasal 103 jo 59 ayat (1) UU
RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mendukung atau menguatkan pasal 184
KUHAP tentang alat bukti. Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup, Dari

putusan pengadilan diatas telah membuktikan bahwa barang bukti 1

82
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(satu) sak plastik limbah B3 dapat digunakan didalam proses
persidangan (yurisprudensi).

2. Kekuatan barang bukti 1 (satu) sak plastik limbah B3 dalam hukum
pidana islam di putusan ini menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu)
sak plastik limbah B3 dapat digunakan memutuskan hukuman dan
meyakinkan hakim dengan menggunakan Qarinah dan hakim berhak
memutuskan dengan keyakinan (ilmu al yaqin) dengan 1 (satu) sak
plastik limbah B3 sebagai bayyinah yang sah dan sebagai dasar-dasar

bukti dalam persidangan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:

1. Seiring dengan berkembangnya zaman yang pesat seharusnya
pemerintah Indonesia hendaknya menjamin dan mejaga kelestarian
lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan
terjaganya bumi hjau dan perlu pengawasan ketat bagi pelaku atau
badan usaha yang menghasilkan limbah B3 hal ini penting karena 1
(satu) plastik hasil limbah B3 dapat digunakan bukti yang
menguatkan di dalam proses persidangan.

2. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang perlu mengatur secara
tegas mengenai subtansi dari sistem hukum pembuktian terbalik dan

mengerti peraturan mengghasilkan limbah B3 harus mendapatkan
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izin dari pemerintah setempat dan tidak mencemarkan lingkungan
agar penerapnnya ini dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya

sekedar menjadi aturan saja.
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